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Menimbang

iv{engingat

BUPATI TAKALAR

: a bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomq:r" 32 'fahun 2011 tentang Pedoman Pemi:erian Hi!-.arr dar:
Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan
Belania Daerah. maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 147 Tahun
2(i i 5 tci-riaiig Petunjtik'l'ekiiis Peiryai-r-iiatr iiukuitgaii Dai:a Stiiiiulan
sistem Dukungan (sisdtrk) Terpadu pemberdayuui Muryurakat Desa
I oka! Tahrrn 2015 perhr dinrhah <.!an disesrraikan dengan pera_rrrran

Menten Daiam Negeri dimaksuci;
b, bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Stimulan sistem Dukungan

(Sis.l.rk) agar tuiuiir{a turtib aiiiiiiiiisli'a:ri, aktiirtal;ilitas Jo,,
transparansi, per_lr1 disusun petunjuk reknis penyaluran Dukungan
Dana stimulan Sistem Dukungan (sisduk) Terpadu pemberdayLn
Masyarakat i)esa Lokai 't'ahun Anggaran ZOi6:

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati rakalar
tentang Petuniuk Teknis penyaluran Dul,ungan Dana Stimulan Sistem
lu-kungan (sisduk) Terpadu pemberdayaan Masyarkat Desa Lokal
Tahun Anggaran 2016:

: i i-inciang-unciang i.iomor 28 tahun i999 tentang Fenyeien ggarci.iegara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi oan 

-Nepotiime
(Icn:baran )'.lcgara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75.,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3g51);2 undang-undang Nomdr 12 Tatrun 20ll tentang pembentukan
Peraiiilan Peruu,Jang-uiidarrgaii (Leiribaran ir,iegai-a Republik
Indonesia Tahun 20l l Nomor g2, Tambahan Lembaran Nrg*,
Republik Indonesia Nomor 5234):

i Unciang-undang i.iomor 2i rahun z0l4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonsia Nomor 4437)
s:ehegaimana telah <liubeh beberapa ksli terakhir <lengan l-lndang-

"9rt*g \g*or 9 Tah'n 2015 tentang perubahan Kedua atas undan[-"Ilndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan f)aerah
(Luririrtu'an iiugara R"cpubiik iiidoricsia Tairuri 2A1 $;4 undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara
R-epLrblik Indonesia Nomor 5679) tentang perimbangan Keuangan
^r\ntara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tzim'aahan Lcmba*i-, i'icgara itcpublik Liid'ncsia Nomor -143g);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

;"."j1y.t 
139, Tariibaiiari Letitilar'ari i.iegar"a Republik intlonesia Nrffit



6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pcdutrtatr Petuberirur Hibair dtur Bauriuaur Sosiai yang 'bersurlr"ber dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 3?
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
Peraiurar Daerali Kabupaten T'akalar l.icii'r-ror 09 T'al-rui-r 20i3 tei-,taiig
OrganiSasi dan Tata Kerja Inspelrtorat, Badan Perencanaan
Pemhangrrnan F)aerah, I.emhaga Teknis l)aerah rlan Lenrhaga I ain
I'eraturan Bupatr Takalar Nomor I I Tahun ZtJlq tentang Mekanisme
Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAI\T

PERATURAN BUPATI TENTANG PETI.TNruK TEKNIS PENYALURAN
DUKUNGAN DANA STIMULAN SISTEM DI'KLINGAN (SISDUK)'i'ERIIADU PEMBERDAYAAN IvTASyARAi(A'i DESA Loi(AL TAi-iui..i
ANGGARAN 2016.

MENETAPKAN

BAB I
KT]1'UNTUAJ\| UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a,

b.

c.
d.

e.

I.

rYl>'
h.

J.

I
T\.

Daerah adaiah Kabupaten Taliaiar
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Tsy Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpclaksanaan urusan p,:rncrintahan }.ang menjadi rver,lenang daerah otonom
Bupati adalah Bupati T'akalar
Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Daerah Kabupaten Takalar sebagai Daerah otonom untukilreilgatur daii tiretiYeienggaraka:r kepentingarl masyar"akat menurut prakar.sa sel,Jiri ber6asar.ka,aspirasi masyarakat sesuai peraturan yang beilaku.
Kecamatan adalah wilayah kerja camat seuagai perangkat daerah kabupaten.
Desa adalah ' kesaiuan masYarakat hukum yang niemiliki batas-batas wilayah yang berwenangmengatur dan mengurus kePentingan -*y*uk"isetempat , berdasarkan asal usul dan adat istiadatsetempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintatran Negara i"pUfif. hdonesia.Kelurehen adnlah v'/ila)/ah kerie Lureh sehagai Perangk*t Daerah Kabupaten 4iha..,rah Kecamatansistem Dukungan selanjutnya disebut sisau< uairr, suatu sistim penyaluran sumberdaya dannrekanisme penerimaan sunrberdaya pembangunan dimana masyarakat sebagai inti dan di dukune darili.sii kuiaburasi turi.iu'a Fcrircri,iari Dacr ali oari n"rg*.u"ri rirggi.
Tim Koordinasi adalah tim gabungan instansi teitait tingkai-kabupaten yang bertugas mernutuskanusulan kegiatan tertentr: da'i masy,arakat yang mendapat arikungan d

sekretariat sisduk adalah tempat pengelolaan administrasi sisduk berfungsi sebagai penghubung bagi
ll"l* kegiatan masyarakat yang akanmendapatkan dukungan pemerintah 

.Tim veiifikasi aiiaiah tim vauig ilibentuli oieh Sekretariat Sistluli yeing beitugas menganaiisis ilanmemverifikasi serta mengkonfirmasikan usulan |egiatan masyarakat .;rt i. selanjutnya diajukan dalambentuk proposal kelayakan pada Tim Koordinasi Iiabupaten melalui Sekretariat Sisduk .Leriibaga Swadava lviasvarakat varlg seianiuinya ,Jisingkat LSivf adaiaii oi.ganisasi rion peiiiei.iiiiah
vang berada di Kabupaten Takalar dan atau diluar riurput n'T;;; iuii *.ngr*s staf untukmelakukan kontrak keda sama dengan pemerintatr Kabupaten Takalar.
Field otticer yalg selanjutnya disingkat l'o adalah tenaga (sta. ) lapangan yang direkrut sebaqai -tenaga kontrak dari personal LSM yang mempunyai'pengalamuo ,r,lrrruilitasi pemberdaya t
ffi:ffi:l;.0"*ntti 

sebagai pendamping dengan masa ke{a selama I (satu ) tahun ,u,, ,"t\\

lTt.



'' BAB II
TUCAS TI]II KOORDII{ASI KABUPATEI.I

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi

Pasal2

(l) Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Kabupaten adalah :

a, Menyelenggarakzut rapat, lokakarya dart atau perterrruarr-perteniuan iainnya untuk rnernbairas,' menganalisis serta mengeluarkan kebijakan dukungan terhadap usulan kegiatan masyarakat.
b. Dalam proses verifikasi akhir usulan kegiatan kelompok, bila memungkinkan Tim Koordinasi

dapat menghadirkan ketua kelonrpok dan FO, jika dlbutr;hkan kontirmasi letrih lanjut.
c. Mengkoordinasikan rencana anggaran dan alokasi anggaran belanja daerah kepada instansi terkait

dalam rangka oenyelenggaraan Sisduk. melalui rapat koordinasi atau agenda yang ditentukan
bersama.

d. Mengkoondinasikan tlsulan kegiatan masyarakaat kepada SKPD berdasarkan rencana kegiatan
kehutuhan masyarakat.

e. Menyalurkan bantuan/ciukungan ciaiam bentuk barangrjasa iangsung kepa<ia keiompok masyarakat
melalui mekanismc pengadaan barang/jasa dan atau swakelola yang disesuaikan dengan anggaran
padii l)i;kutitett Pelirksaliaatl Perulraltal i\iiggai'aii Bada-n Pembarday.aaii l{asy-arakJt pelierintah
Desa dan Kelurahan (BPMP-DK) Kabupaten Takalar yang usulannya telah mendapatkan
persetujuan dari pejabat yang berwenang.

(2) 'l im Koordinasi Kabupaten sebagaimana tercanrum pacia iampiran i Peraturan i3upati ini.

Bagian Kedua
T'ugas dan l'unssi .I'im Verifikasi llesaiKeiurahan dan Field Officer (FOi

Pasal3

(1) Tugas dan Fungsi Tim Verifikasi Sekretariat adalah :

a. Iv{enrf'asilitasi dan mengidentitikasi penuasalalian daii keiiutuhaii ntasyarakat rJitingkat kelompok.
b' Menyelenggarakan pertemutrn di tingkat kecamatan untuk mendiskusikan Lsulan t"gi",*

masyarakat,
c. Melakt:kan kont-imrasi langsuug ke tingkat kelompok tentang usulan yang diajukan.
d' Memberikan dukung{ kepada kelompok masyarakat dalam Uentut< pemberian rekomendasi

kelavakan usulan untuk di ajukan kepada Tim Koordinasi Kabupaten.
(2) Tini Verifikasi Sekretariat sebagainiana tersantum pada lampiran Iiperaturan Bi:pati ini.
(3) Tugas dan Fungsi Penanggungiawab Desa./Kelurahan:

a' Meng':pa)/akan akses dukungan di !r:ar dukungan Pemerintah dalam rnenunjang pembangunan
ciesa.

b' Menandatangani berita acara pembentukan kelompok pada format usulan kegiatan tentang latar
belaka*g berdiri*y'a kelo,rpok yang me'dapatka' d,rk*ig*..

c' Membukukan semua usulan kegiatan masyarakat baik yang telah mendapatkan persetujuan
dukungan maupun yang masih ditangguhkan.

d. Berita acara pembentukan keiompok ciiianda tangani Kacies i Lurah.
(4) T'ugas dan F'ungsi Field oflicer (F'o) adalah melakukan persiapan sosial dengan menggunakan metodepartisipatif yaitu :

o l\lemfacilitoo!r. r,!!'!iiiii.,,,,...,i [lss)''araket Ca!am n:engindentifikasi potensi dan masalah yang diha-de-pi.
b. Memfasilitasi masyarakat daram merumuskan prioritas kebutuhan.
c' Memfusilitasi kelompok masvarakat dalam pembuatan usulan kebutuhan kelomook.
d' hicmbar'gun-kemii-raan dcngan pihak lain dan mengkoortiinasikain usuiiin kegiaian masyarakai

untuk rnenghindari bantuan ganda (overlap).
^ l\,,lnlolz"l,.-!. r':,iuiii.i..ur,-iiii FCrldsrnpingan kcpada mas,varakat untuk meningkatkan keman:p,Jan pengelolaan

Resources, Organisasi dan Norma (R-O-N) kelompok secara berkesinambungan.f' Menjadi fasilitator sekaligus steering pada kegiatan pelatihan keterarnpllan kelompok untuk
kegiaian prasaiana ekonomi.

g. Melakukan monitoring evaluasi dan memfasilitasi penyelesaian administrasi pe
(5) Bagan struktur Sisduk sebagaimana tercantum pada lampiran III peraturan ini.

,

$,
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BAB III

MEKANISME SISTEM DUKUNGAN

Pasal4

(l) Usulan kegiatan diajukan kelompok masyarakat yang telah siap dari segi organisasi dan norrna untuk
melaksanakan kegiatan

1r'! FO l\4eryrlhs:ili!aci n,.rt!hrrrl211 rrsq,lart Lelrialan dan herita acara nemhenlrrLan kelr-.mnnl '.i2a1r 
jlqgyll!3\*/" l'-"""""""-D""""

tangani oleh Kepala Desa/Lurah.
(3) Usulan kegiatan memuat : .ienis kegiatan. penanggung.jawab, iumlah swadaya yang dapat disiapkan

olcli niirsl'aiakat dati juriilirh srvadal'rr yarrg tidak dapat disiapkan oleli niasyarakat. ( fbniiai tei'iainpii')
(4) Usulan kegiatan tersebut disampaikan ke Tim Verifikasi dengan dissrtai data lapangan (data yang

mamrrnf L-etcrnnann monapnni l'nnrlici [.clnmnnlr Aqn Vcaiqlqnnrzq\ rrano rlihrra+ nlph E'A
'6."' ".'.'o'.'." jlrtra !,!,-,,_!,_rr r_;ir-i! ! r_;-

(5) lvlekanisme pcnyaluran bantuan baranfiasa stimulan sebagaimana tercantum pada lampiran tV
peraturan ini.

rt.-.,--t =-t ASllI J

(l) Tim Verifikasi menerima usulan kegiatan dan melal<ukan rapat bersama anggota Tim bersama FO
uiituk lirellibahas usuian kegiatan yzuig diterirua.

(2) im Verivikasi melakukan konfirmasi kepada kelompok sesuai bidang tugasnya untuk mengetahui
kelayakan usulan kegiatan yang diajukan.

(-l) L)ari hasii konfirmasi tersebut, '!'im Veritik-asi k-emudian mendiskusik-an clan meniiai apak-a-h usulan
kegiatan tersebut layak, tidak layak atau dikaji kembati.

(4) Jika dari hasil pengkaiian Tim Verifikasi, usulan kegiatan vang diajukan oleh kelompok itu dinyatakan
layak malia usiilan kegiatan tersebut diajuilian ke Tim Koor'iinasi.

Pasal 6

(1) Tim i(ooriiinasi melakuan rapai uniuk membahas peniiaian Tim Verifikasi atas hasii konfirmasi
terhadap kelompok yang mengajukan usulan kegiatan.

(2) Jika kegiatan yang diusulkan oleh kelompok, Tim Verifikasi alcan rnelak-ukan konfirmasi kembali
kepada kelompok dan FO.

(3) Setelah penilaian akhir dilakukan oleh tim koordinasi Kabupaten, Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintahan Desa diur Keluiahzur Kab. Tahaiar alian menerbitkan siii-at perniohoi-ran urtuli,Jiiatriuj1ait
pelelangan/penunjukan langsung kepada panitia lelang yang telah ditunjuk atau di SK kan.(4) Penyaluran bantuan barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat u3" tersebut diatas akan disalurkan
langsurig kepada keiomnok rrenErima Bantuan Barang/Jaso Siraut melalui mekanisme pengadaum
barang/jasa dan atau swakelola yang disesuaikan dengan anggaxan pada Dokumen pelaksanaan
Perubahan Anggaran Badan Pembardayaan Masyarakat Pemerintah oesa dan Kelurahan (BpMp-DK)
Kahrrpat.en rafft-{ vang usulannya telah nnen<lapatkan persetujuan dari pejahat yung h.r.."enang
melalui BPMP-DK Kabupaten Takalar.

Pasal T

(I) Setelatr Bantuan Barang/Jasa tersedia, FO kemudian mendampingi kelompok dalam melakukan
kegiatan sesuai dengan rencana usulan kegiatan sampai dengan surat pertanggungfawaban (SpJ).

BAB TV

KRITERIA KELAYAKAN USULAN YANG DIDUKUNG

Pasal8

(1) Usulan kegiatan kelompok masyarakat untuk bidang sosial, budaya dan keagamaan dinyatakan layak
untuk ciiciukung apabiia:
a. Di usulkan oleh kelompok masyarakat dalarn bentuk tertulis, beserta lampiran-lampirannya
b. Memaksimalkan sumberdaya setempat
n Kcoiaten stt 

;:*;Tll ":tX')lj":..1: _tY., <liberikan dukungan Bantusn Barany'Jasa maksimal #harea



f. Kelompok memiliki attuan baik secara terhrlis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh Anggota
dan di tandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok.

g. Pemelihar&m hasil kegiatan hanrs di lakukan oleh masyarakat.
h. Untuk kegiatan yang bersifat konstruksi fisik harus melampirkan gambar dan bukti penyerahan

tanah lokasi bangrrnan dari pemilik yarrg di ketatrui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
(2) Usulan kegiatan kelompok masyarakat untuk bidang kegiatan ekonomi dinyatakan layak 

""tutdidukung apabila:
a. Diusulkan oleh kelompok usatra sejenis dari masyarakat dalam bentuk tertulis beserta lampiran-

lampirannya.
b' Kelompok yang dimaksud sebagaimana huruf "a" adalah kelompok usaha yang dibent*k oleh

masyarakat miskin yang dapat dibuktikan dengan berita acara pernbe"t rt*o Llompok yang
difasilitasi oleh Fo dan diketatrui oleh Kepala Desa/Lurah.

c. Kegiatan yang dilakukan memiliki pangsa pasar sehingga lebih menjamin prospek pengembangan
usaha kedepan.

d' Kegiatan usaha yang dilakukan mendukung Program Pemerintah, dan tidak pemah mendapat
duktrngan yang sama dari instansi lain.

e. Kelompok harus memiliki aturan baik secara tertulis maupun tidak terhilis yang disepakati oleh
anggota dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

BAB V

SASARAN KEGIATAN DAN PEATERIMA

\-/' pasal 9

(l) Jenis kegiatan yang menjadi sasaran dana stimulan sistem dukrmgan adalah berupa kegiatan usaha,pembukuan dan bantuan sarana/prasaftma pada bidang :
a. Bidang sarima dan prasarana, dengan prioritas pudu k"giut* ,- Pengadaansaranaairbersih

- Pengairandesa/tersier.
- Pembuatan/perbaikan jalan dan jembatan tani/peralatan lainnya

b, Bidang Keagamaan dan Sosial Budaya.
c. Bidang usaha ekonomi dengan prioritas pada kegiatan dibidang :- Pertanian

- Perikanan
- Industri nrmah tangga
- Petemakan

(2) Kelompok masyarakat yang merupakan sarana penerima dan atau yang berhak menerima duk,nganbantuan Barang/Jasa stimulan adalah :

a' untuk kegiatan usaha ekonomi, maka kelompok masyarakat yang menjadi sasaran adalah\-"/ masyarakat yang masuk kategori masyarakat miskin yuog -"-p*yui potensi usaha ekonomib' untuk kegiatan usaha ekonomi, diprioritaskan bagl terompot 
""urr" 

yang ditangguhkan tahunsebelumnya.
c' Berdomisili setempat dan memiliki jenis usaha yang sama/berbeda dan diketahui oleh pemeritahsetempat
d' untuk kegiatan prasarana sosial, budaya dan keagameurn, sasaran masyarakat penerima dapatberasal dari semua kategori atau tingkatan masyarakat.

BAB VT

PEMBIAYAAII

Pasal l0

(1) usulan kegiatan masyarakat berupa barang/jasa dibiayai dari dana dukungan stimulan sisduk yang
diperhitungkan maksimal % dart total anggaran kegiatan suatu kelompok usatra serta kontribusi
swadaya masyarakat secara nyata minimal % darijumlah dana berupa material lokal, tenaga kerja,uang tunai dan lain-lain.

t" l"Tmffmrmy'*a stimulan perkecamatan atau perdesa/kelurahan akan diatur a",rt,



(3) \Jntuk hal-hal yang membutuhkan dukungan teknis dari instansi terkait ditanggung oleh masing-
" masing instansi.
(4) Sumber dana berasal dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan pemberdayaan

Masyarakat Pemerintah Desa dan Kelurahan (BPMP-DK) Kabupaten Takalar serta instansi terkait ataunih..L l,ri-

(5) Pembiayaan dukungan stimulan dana pada kegiatan masyarakat sifatnya pengembangan dan
herkesinamhungan haik dihidang sarana/prasa.rana umum sosiaimaupun dibidang btoiomi.

(6) Bagi dusaikuluraitart yang i-criambai masuk usulan kubuiuhnn barangrjasa ki:Lmpoknya alau ytrng
tidak terealisasi 100% sampai batas waktu yang ditentukan maka sisa aananya dapat-dialihkan ke
Desa'/ts-elulahan di Kecamatan yang sama yang Kelompoknya siap dan me*err,:h.i sl-,arat.

BAB WI
KL,'I-ENTUAN PEN U'I'UT

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Penyaiuran Dukungan Dana Stimulan Sistem Dukungan (Sis<iuk) Terpa<iu pember<iayaan

Masyarakat Desa Lokal Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12(l) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dikonsultasikan dengan Kepala Badan
Pen-rlrerdayaan l4asyarakat. Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kab. 'l'akalar.

(2) Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku surut sejak tanggal2 Maret 2016 .

Agar setiap orang dapat nrengetahuinya, memerintahkan pengun,Jangan peraturan Biipa.ri irri dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan cii Takaiar
PadaTanggal, tS tfiW*S ZOto

Diundangkan di Takalar
Pada langgai /5. ft2Wrtd zottt
SEKRETARIS DAERhH KAB UPATEN

raIrHKaL :

Nip :

BERITA

Pclubirra Uuriia iviadya
19640228 199010 I 002

DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHLN 2016 NOMOR



Lampiran I

A. Pembina

B. Pengarah

Ketua

Sekretaris

Arrggoia

: PERATURAN BUPATI TAKALAR

T{OMOR :P TdHU}' ,olL
TAI\GGAL : tg /t,gustt g .'Ol5

TENTANG : PETUNJUtr( TEIi}flS PEI{I,ALURAN DUKUNGAN

DANA STIMULAN SISTEM DUKTMIGAN (SISDUI.,O TERPADU
PEIVTBERDAYAAN hTASYARAKAT DESA LOKAL T.A. 2Oi6

TIM KOORDINASI KABUPATEN

- Bupati Takalar

- Wakil Bupati Takalar

- Sekda Kabupaten Takalar

- Kepala BAPPEDA Kab. Takalar

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, pemerintahan Desa dan

Kelurehsn Keh. Takelar

Kabid. Pengembangan Ekonomi Masyarakat BpMDK Kab. Takalar

- Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Kab. Takalar

- Para asisten Sekda Kab. Takaiar

- Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor

Pemda Kabupaien Takalar

Lingkup

C. Pengelola Sekretariat SISDUK:

i ' Koordinaior : Kepala Badan Pemberdayaan futasyarai<at pemerintahan Desa cian
Kelurahan Kab. Takalar.

^dr,L' tcKrui"anal : Bidang Pcngcmbangan Ekonomi ivfasyarakai Bp]vfpDK Kab. Takaiar
3' Bidang sosialisasi : Bidang Pemerintahan Desa.4(elurahan BpMpDK Kab. Takalar
4. Kegiatzur Pendataan tian Dokunentasi

Penyaluran Dana Stimulan : - Kasubid. Pengembangan Lembaga Keuangan Masyarakat
- Kasubid. Pengembangan produksi dan Femixiran
sekretaris dan Para Kepala Bidang BPMDK Kab. Takalar
Staf Bicizurg Pengerubzurgan Ekonomi Masyarairat.

5. Kegiatan Pelatihan :

6. Urusan arJurinisuasi Sisciuk:

{v
BUPATI TAKALAR
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Lampiran II PERATURAN BUPATI TAKALAR
NoiviOR :* TAHUY,,{o. ub
'I'ANGGAL ; t.s Agusf\rs ,,DW
TENTANG : PETI.JNJUK TEKMS PEI\IYALURAN DUKUNGAN

DANA STII}TULAN SISTEM DUKUT{GAN (SiSDUK) TERFADU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL T.A.2016.

TIM VtrRIFIKASI

: Kcpala Bidang Pengembangan usaha Ekonomi Masyarakat

Pcmbcrdayaan lv{asyarakat Pcmcrintahan Dcsa dan Kclurahan

BadanKctua

Sekretaris : Kasubid Pengembangan kmbaga Keuangan Masyarakat

Anggota : f . iksubid Pengembangan produksi dan pemasa'an

2. Iksubid Pengembangan partisipasi Masyarakat

3' StaffBidiurg Pengembamgan Usaha Ekonomi lViarsyarakat

4. StaffBidang pengembaugan Muksi dan pe6*u*o
Operator Komputer : Aniarri

BTJPATI TAKALAR
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Lampiran III : PERATURAN BUPATI TAI(ALAR
N0tvrOR :b TAHUP ,Otb
'I'ANGGAL : t5 f$wC.rs Zot6
TENTANG : PETI.JNJUK TEKIIIIS PEI\TYALTTRAN DUKUNGAN DANA

STIMULAN SISTENI DUKUNGAN (SISDUK) TERFADU
PEMBERDAYAAI\I MASYARAKAT DESA LOKAL T.A. 2016.

BAGAN STRUKTUR PENGELOLA SISI'UK

Tim Koordinasi Kahupaten

Sekretariat SISEUK

Tim Verifikasi

Penanggung Jawab Dess /
Kelurehcn

Proses
Konfirmasi

dan
Penyaluran
Dukungan

Kelompok
Masyarelut
Desa / Kel

Usulan Kegiatar

BTIPATI TAKALAR
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Lah'piran IV

r ltn
Verifikasi

: PERATURAN BUPATI TAKALAR
ir{Oivi0R z 27 (IttVP 7oi\6
TANGGAL : tS &gUSTt S 2.ot6
TENTANG : PETUNJUK TE,KNIS PENYALURAN DUKUNGAN DANA

STtMtjLAN SISTEFI DUKUNGAI\ (SiSDUK) TERFADU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL T.A. 20T6.

Memeriksa Kelengkapan
Adminitrasi untuk

P-^ncairan Dana Kepada
Kelompok

<- Penggunaan
Barang/Jasa OIeh

Memfrsilitssi/
Memeriksa Usulan

berdasarkan RON dan
melakukan Evaluasi

Dlonita,ring

I xclompok iI ,"";;;;, I| ''^--'-'-*" 
I

Memfasilitasi Usulan
Keli u iuharrdau kegia tan
Masyarakat / Kelompok

\{TrH,^-N!q\.{!i YDE| tv\"/.r-r lllf ALJ !!A}JA STrlr-drTr r-N srsnrTlarrrLrir rr t rvrrrL r Lr i i i LUviii rr i L-l li -r a J i iiii Li a,liii Ji\>UUiA

BUPATI /TIM
KOORDTNASI

Pengambil Keputusan

Kepaia
BPMDK

Kades/Lurah
Mengetahui Usulan


